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LAMPIRAN 

 

A. Profil Pengadilan Agama Tenggarong. 

1. Sejarah Pengadilan Agama Tenggarong. 

Pengadilan Agama Tenggarong Kelas I B, terbentuk melalui Surat 

Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tanggal 28 Agustus 1968.  Pada 

mulanya Pengadilan Agama Tenggarong menempati gedung di Jalan Muso 

Salim Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai 

Kartanegara terhitung sejak tahun 1977.  

 Pada awalnya Pengadilan Agama Tenggarong di Kabupaten Kutai 

Kartanegara memiliki wilayah  hukum  yang  luas, namun setelah pemekaran 

beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kutai Timur (Sangatta), Kota Bontang 

dan Kabupaten Kutai Barat (Sendawar) dan Kabupaten Mahakam Hulu, yang  

telah memiliki pengadilan agama masing-masing, kecuali Kabupaten 

Mahakam Hulu yang sampai saat ini belum ada pengadilan agama tetapi 

masuk dalam wilayah hukum pengadilan agama Sendawar,  maka Pengadilan 

Agama Tenggarong di Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat ini mewilayahi 

17 kecamatan. 

 Dalam sejarahnya Pengadilan Agama Tenggarong telah mengalami 

beberapa kali pergantian kepemimpinan yaitu;  

a. K.H. Zam Zam Azmi Anas (1976 – 1980). 

b. Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H., (1980 – 1983). 

c. Drs. H. A. Rasyid Azhar (1983 – 1992). 
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d. Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H., (1992 – 1995). 

e. Drs. H. Tarsi Hawi, S.H. (1995 – 1997). 

f. Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H., (1995 – 2004). 

g. H. Hemimizani, S.H. (2004 – 2006) 

h. Drs. H. Pandi, S.H. (2006 – 2008). 

i. Drs. H. Marzuki Rauf, S.H., M.H. (2008 – 2012). 

j. H. Muhammad Asy Ari, S.Ag. S.H. M.H. (2012 – 2016). 

k. Drs. Syahidal (2016 – 2017). 

l. Dr. H. Sukri HC, M.H. (2017 – 2019). 

m. Drs. H. Abdul Rosyid, M.H. (2019 – 2020). 

n. Rusdiana, S. Ag. (2020 – sampai sekarang). 

                 Pengadilan Agama Tenggarong sejak tahun 2005 sampai sekarang 

menempati gedung baru di Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kecamatan 

Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.  Dan gedung baru yang 

ditempati sekarang ini diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Pro. Dr. Bagir Manan pada tanggal 20 Agustus 2008. Pengadilan 

Agama Tenggarong di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 

27. 263, 10 KM2 terdiri dari 17 Kecamatan dengan 227 Desa dan 

Kelurahan. 

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Tenggarong. 

                  Pengadilan Agama Tenggarong terbentuk berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tanggal 28 Agustus 1968.   Pada 

mulanya Pengadilan Agama Tenggarong mewilayahi seluruh Kabupaten Kutai. 
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Dan dalam perkembangannya Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi beberapa 

Kabupaten seperti Kabupaten Kutai Timur dengan Ibu Kotanya Sangatta, 

Kabupaten ini dimekarkan tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 

Tahun 1999. Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Barat dengan ibu Kotanya 

Sendawar, serta Kabupaten Mahakam Hulu. Setelah pemekaran tersebut 

masing-masing kabupaten telah memiliki pengadilan agama masing-masing 

kecuali Kabupaten Mahakam Hulu yang saat ini belum memiliki pengadilan 

agama dan masuk dalam wilayah hukum pengadilan agama Sendawar.  

Pengadilan Agama Tenggarong saat ini mewilayahi seluruh Kaupaten 

Kutai Kartanegara yang terdiri dari 17 kecamatan dan 227 desa dan kelurahan, 

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tenggarong 

a. Visi Pengadilan Agama Tenggarong 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Tenggarong Yang Agung”. 

b. Misi Pengadilan Agama Tenggarong. 

1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama. 

2) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur pengadilan agama. 

3) Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern. 

4) Meningkatkan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada 

Masyarakat. 

5) Meningkatkan Kajian Syariah Sebagai Sumber Hukum Materi 

Peradilan Agama. 
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4. Struktur Pengadilan Agama Tenggarong. 

                   Untuk lebih jelasnya penulis akan paparkan struktur organisasi 

Pengadilan Agama Tenggarong beserta nama-nama yang menduduki 

dalam jabatan tersebut: 

 

Ketua : Rusdiana, S. Ag. 

Wakil Ketua : Hj. Nurul Hikmah, S. Ag. M.H. 

Hakim-Hakim  : a. Muhammad Hasbi, S. Ag. M.H. 

  b. Nahdiyati, SHI. 

  c. Ismail, SHI. 

  d. Khalisatun Nisa, SHI, MHI. 

  e. Nor Hasanuddin, Lc. MA. 

  f. Dr. Massadi, S.Ag. M.H. 

  g. Muhammad Hasbi, S. Ag. M.H. 

Panitera : Muhammad Yusuf, SH 

Sekretaris : Hj. Tuti Saidah, SHI. 

Panitera Muda Hukum : Faidil Anwar, S. Ag, SH, MH. 

Panitera Muda 

Permohonan 

: Dra. Siti Najemah. 

Panitera Muda Gugatan : Mahyani, S. Ag. 

Kasubag Kepegawaian 

Organisasi dan Tata 

: Ruslina, SE., SH 
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Laksana 

Kasubag Perencanaan 

Teknologi Informasi 

dan Pelaporan 

: Agusriansyah, S. Kom. 

Kasubag Umum dan 

Keuangan 

: Hernawan, SH. 

Panitera Pengganti : a. Siti Azizah, SHI. 

b. Muthia Eka Sari, SH. 

c. Arbain, SH. 

Jurusita : a. Sabriansyah, SH, MH. 

b. Dodik Pratopo, SH. 

c. Ahmad Puryani, SH. 

d.  

Jurusita pengganti : a. Nurfitriani, SH. 

b. Hendra Negara, SH. 

c. Nor Aida, SHI. 

d. Dewi Santy. 

     

D. Kewenangan Pengadilan Agama Tenggarong. 

Kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama Tenggarong meliputi 

kewenangan absolut dan kewenangan relatif: 

1. Kewenangan Absolut. 
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               Kewenangan absolut adalah kewenangan mengadili suatu perkara 

oleh suatu pengadilan berdasarkan jenis perkara yang telah ditentukan oleh 

perundang-undangan.
153

 

Pengertian lain menyebutkan kewenangan absolut atau kewenangan 

mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis 

perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain.
154

  

Adapun yang dimaksud dengan kewenangan absolut Peradilan Agama didasarkan 

pada prinsip personalitas keislaman yang berarti ketundukan pada ketentuan 

hukum Islam menjadi dasar legitimasi kewenangan pengadilan agama dalam 

perkara-perkara tertentu.
155

 berkaitan dengan badan peradilan mana yang 

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Misalnya, pengadilan 

agama berwenang menyelesaikan perceraian bagi mereka yang beragama Islam, 

sedangkan bagi yang non muslim perkara perceraiannya menjadi kewenangan 

Pengadilan Negeri. Kompetensi absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, hanya meliputi bidang perkawinan, 

kewarisan, hibah, wakaf, dan sedekah. Namun 34 setelah perubahan, dengan 

disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 untuk mengganti Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 kewenangan pengadilan agama menjadi bertambah 

luas. Dalam undang-undang baru tersebut, yang menjadi kompetensi absolut 

                                                           
153

Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, (Jandar Press, Surabaya, 

2020), hlm. 65. 

 
154

Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 

(Jakarta; Mahkamah Agung, 2010), hlm. 65. 

 
155

M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama (Yogyakarta: UUI Press, 2016), hlm. 66.   
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Peradilan Agama adalah masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 

infak, sedekah, dan ekonomi syariah sebagaimana disebutkan Pasal 49. 

Menurut penjelasan Pasal 49 dalam undang-undang tersebut, yang 

dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau 

berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan 

menurut syari‟ah, antara lain: 

1. Izin beristri lebih dari seorang; 

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 

(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis 

lurus ada perbedaan pendapat; 

3. Dispensasi kawin; 

4. Pencegahan perkawinan; 

5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 

6. Pembatalan perkawinan; 

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 

8. Perceraian karena talak; 

9. Gugatan perceraian; 

10. Penyelesaian harta bersama; 

11. Penguasaan anak-anak; 

12.Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami 

kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 
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14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

16. Pencabutan kekuasaan wali; 

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut; 

18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum 

cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang 

ada di bawah kekuasaannya; 

20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan 

anak berdasarkan hukum Islam; 

21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 

melakukan perkawinan campuran; 

    22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan 

menurut peraturan yang lain. 

2. Kewenangan Relatif 

                Kewenangan relatif adalah kewenangan mengadili suatu 

perkara oleh suatu pengadilan berdasarkan wilayah hukum yang ditentukan 

perundang-undangan.
156

 Kewenangan Pengadilan Agama Tenggarong saat ini 

mewilayahi 17 kecamatan dalam Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu; 

a)  Kecamatan Tenggaro 

                                                           
156

Ibid., hlm. 59. 
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b) Kecamatan Tenggarong Seberang. 

c) Kecamatan Sebulu. 

d) Kecamatan Loa Janan 

e)  Kecamatan Anggana. 

f)  Kecamatan Sanga-Sanga. 

g)  Kecamatan Muara Jawa. 

h)  Kecamatan Samboja. 

i)  Kecamatan Muara Badak. 

j)  Kecamatan Marangkayu. 

k)  Kecamatan Muara Kaman. 

l)  Kecamatan Kota Bangun. 

m) Kecamatan Muara Wis. 

n)  Kecamatan Muara Muntai. 

o)  Kecamatan Kenohan Kahala. 

p)  Kecamatan Kembang Janggut. 

q)  Kecamatan Tabang. 
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Foto didepan Gedung Pengadilan Agama Tenggarong 
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Berfoto bersama Bapak Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., selaku Hakim PA 

Tenggarong  
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Wawancara bersama Bapak Drs. H. Taufikurrahman M.Ag., selaku Hakim 

PA Tenggarong 
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  fuadyrealmadrid@gmail.com  

8. Pendidikan     

a. SDN Kandangan Barat 2 lulus tahun 2011 

b. MTs Nurul Hikmah Sangatta lulus tahun 2014 

c. MAN 2 Hulu Sungai Selatan lulus tahun 2017 

9. Orang Tua 

a. Ayah  

Nama    : Drs. H, Taufikurrahman, M.Ag 

Pekerjaan   : PNS (Hakim PA Samarinda) 

Alamat    : Jl. P. Suryanata, Graha Indah RT. 057 No.  

74 Kelurahan Air Putih, Samarinda Ulu,       

Kota Samarinda, Kalimantan Timur 

 Ibu 

 Nama     : Hj. Hamida Olfah, M.Pd.I 

 Pekerjaan    : Dosen STAI DU Kandangan 

 Alamat     : Jl. P. Suryanata, Graha Indah RT. 057 No.  

   74 Kelurahan Air Putih, Samarinda Ulu,  

   Kota Samarinda, Kalimantan Timur 

10. Saudara (Jumlah Saudara)   : 2 (Dua) 

11. Suami/Isteri    : - 

Nama     : - 

Pekerjaan     : - 

Alamat     : - 

12. Anak (jumlah anak)   : - 

13. Pengalam Organisasi/Kerja 

a. ASRI (Anak-Anak Syariah) 

14. Daftar Karya Ilmiah   : - 

Banjarmasin, 11 Januari 2022 

 Penulis 

 

 Ahmad Fuady 




